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Pemberian Bansos Lebih Selektif

PALU MERCUSUAR- Kedepan, pemberlar\
dana bantuan sosial (bansos) dan hibah dari
APBD Sulteng, akan lebih selektif dan
diperketat, menyusul terbitnya Permendagn
Nomor 32 tahun 2C11 tentang pedoman
pemberian dana hibah dan dana bansos.

Permendagri itu, akan mulai
diberlakukan sejak 2012 men-
datang. Dalam Permendagri itu,
menyebutkan bahwa setiap
pencairan banscs dan dana
hibah harus dibuat secara ter-
perinci bah nilai maupun pene-
rima dana tersebut. Apalagi,
selama ini di berbagai daerah,
anggaran dana bansos yang di-
peruntukkan bagi masyarakat
dan organisasi non pemerintah
rawa diselewengkan.

“Kami akan atur lebih ketat
lagi, mulai dari proses penga-
juan proposal, juga menyangkut
pelaporan penggunaan danaitu,
harus dibuat secara detail” kata
Karo Keuangan Setdaprov
Sulteng, Herry Palar, di kantor
gubernur, beberapa waktu lalu.

Disamping itu, pemerintah

daerah juga perlu menyertakan
rencana pengeluaran'bansos
dan hibah pada rapat paripurna,
pengesahan kebijakan umum
anggaran dan prioritas plafon
anggaran sementara (KUA-
PPAS). “Aturan pencairan dana
bansos ini sangat bagus, dan
sangat berbeda dengan- seka-
rang. Kemudian pengajuannya
pada tahun depan, harus diaju
kan tahun sebelumnya,” ujarnya

Bukan hanya itu, tim angga-
ran pemerintah daerah (TAPD),
juga akan melakukan seleksi
dengan ketat. Pihaknya menilai
aturan tersebui bisa diterapkan
dengan baik, sebab Pemprov
Sulteng akan membuat peren-
canaan matang, baik dari segi
seleksi proposal kegiatan hingga
pencairan anggaran. “Saya pikir
pemanfaatan dana bansos tahun
depan lebih bisa terukur,”
tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Gama
wan Fauzi mengharapkan pe-
ngelolaan anggaran daerah
makin lebih baik. Salah satu
upaya dengan memperketat
penyaluran dana hibah dan
bantuan sosial (bansos) yang
selama ini banyak dikeluhkan
berbagai kalangan, terutama
lembaga swadaya masyarakat

pemerhati anggaran. Ke depan,
peyaluran dana hibah dan
bansos akan diperketat.

Pemerintah melalui Kemen-

terian Dalam Negeri (Kemen-

dagri) akan menggandeng KPK
merumuskan batasan-batasan
yang diperkenankan dalam
penyaluran dana hibah dan
bansos ke depan. “Bokeh berikan

-bantuan, tapi.jangan terlalu

besar. Ada batasan-batasan yang
diatur dalam peraturan yang
-akan kita rumuskan bersama
KPK, katanya. urv/

» DBH Harus Menyentuh Desa

PEKANBARU, MERCUSUAR-
Wakil Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, Widja-
jono Partowidagdo, menga-
takan mestinya Dana Bagi Hasil
Minyak Bumi dan Gas (DBH -
Migas) langsung menyentuh
masyarakat hingga tingkat
desa, sehingga perlu ada Perda
yang mengatur di daerah
penghasll

“Harus sampai ke rakyat, biar
lebih nendang,” kata Widjajono
dalam kesempatan diskusi
bersama di Pekanbaru, Sabtu
(5/11).

Fakta kesejahteraan masya-
rakat di daerah penghasil
minyak yang rendah diakui
Widjajono terjadi karena pem-

Widjajono Partowidagdo,

bagian hanya sampai ke tingkat
elit Pemkab saja. “Jika dibagi
sesuai aturan, kecamatan pasti
makmur;” kata Widjajono.
Sejauh ini praktek DBH

Migas, menurut Widjajono, -

terkesan tidak adil, karena

adanya sahh persepsi menge-
nai perhitungannya. Publik
menganggap negara hanya
memperoleh dua persen dari
«hasil yang diperoleh perusa-
haan eksplorasi. Imbasnya,
pembagian yang sampai
kepada rakyat juga dinilai kecil
Sementara itu, DBH' Migas
yang sampai ke Kabupaten
penghasil sebesar 40 persen
sering tidak merembes sampai
kepada masyarakat. Sebagai
coritoh, tidak sampainya DBH
Migas kepada masyarakat Riau
karena adanya peraturan yang
mengatur. Hal itu diakui oleh
Kepala Bidang Energi Dinas
Pertambangan dan Energi
Provinsi Riau, Abdi. ant

Tingkat Pengangguran Sulut Tertinggi

MANADO, MERCUSUAR -
Angka pengangguran di Pro
vinsi Sulawesi Utara pada bulan
Agustus 2011 mencapai 8,62
persen, jauh lebih tinggi
dibandingkan angka nasional
yang hanya 6,56 persen pada
posisi yang sama.

“Persentase tingkat penga-
ngguranterbuka (TPT) Sulutyang
lebih tinggi daripada rata-rata
nasional, merupakan dampak

negatiftingginya pekerjadisektor
informal khususnya pertanian,”
kata'Kepah Badan Pusat Statistik
(BPS) Sulut, Dantes Simbolon, di
Manadb, Senin (7/11).

Pekerja di sektor pertanian,
kata Dantes, tergolong pekerja
serabutan. Artinya, ketika
mereka merasakan pendapatan
rendah, akan segera berhenti
dari pekerjaannya sehingga
menjadi penganggur.

Kendati masih berada di atas
angka rata-rata nasional, kata
Dantes, angka pengangguran
daerah ini mengalami penu-
runan dibandingkan posisi
Februari 2011. “Februari 2011
dengan jumlah penganggur
98,2 ribu orang tercatat angka
TPT-nyasebesar9,19 persen tetapi
pada Agustus ini turun menjadi
93,5 ribu orang dengan TPT 8,62
persen,” kata Dantes. ant




